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RINGKASAN EKSTEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
dan berorientasi kepada hasil, maka setiap unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak
berkewajiban menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik dan
melembaga sebagai pertanggungjawaban atas tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Direktorat
Jenderal Pajak.

Sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama
Karanganyar secara periodik telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN
mempunyai manfaat penting baik untuk pihak eksternal maupun internal. Untuk pihak eksternal,
LAKIN digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja KPP Pratama Karanganyar selama
tahun 2024 dalam pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan untuk pihak
internal, LAKIN digunakan sebagai tolok ukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
pada awal tahun dan sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan analisa atas kinerja yang telah
dilakukan selama tahun 2024 sehingga dapat diketahui hambatan-hambatan yang dihadapi untuk

kemudian dicari solusi dan langkah-langkah antisipatif agar tidak terulang di masa mendatang.

Pada tahun 2024, KPP Pratama Karanganyar berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi
sebesar 109,59 dengan keseluruhan Indikator Kinerja Utama telah melebihi dari target yang telah
ditetapkan. Tentunya hasil kinerja ini berkat dukungan dari seluruh pihak yang terlibat baik dari

internal maupun eksternal.

Semoga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar senantiasa menjalankan fungsinya
secara efektif dalam mendukung sistem perpajakan yang akuntabel, profesional, dan berkelanjutan
serta dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Karanganyar, 30 Januari 2025
Plt. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Karanganyar

Heri Aristiyanto
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Karanganyar
Tahun Anggaran 2024 ini disusun untuk memenuhi Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak
nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN)
Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. LAKIN adalah wujud
pertanggungjawaban kinerja dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dimana
tujuan KPP Pratama Karanganyar adalah tercapainya target penerimaan pajak yang sudah
ditetapkan serta memberikan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat berperan untuk mengukur kinerja secara
kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan good
governance, juga berfungsi sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja operasional
KPP Pratama Karanganyar secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
DJP, KPP Pratama Karanganyar menerjemahkannya ke dalam sebelas Sasaran Strategis
yang lebih lanjut dijabarkan dalam sembilan belas Indikator Kinerja Utama (IKU), yang terbagi
ke dalam empat perspekiif, yaitu stakeholder perspective, customer perspective, internal
process perspective, dan learning and growth perspective.

Target penerimaan pajak KPP Pratama Karanganyar pada tahun 2024 adalah
sebesar Rp724.940.035.000 dengan realisasi penerimaan yang dicapai oleh KPP Pratama
Karanganyar adalah sebesar Rp726.308.073.565 atau sebesar 100,19%. Realisasi
penerimaan pajak telah melampaui target yang ditetapkan.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasl
1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal
Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:
a. Tugas
Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar adalah melaksanakan
pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang

Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang




Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam
wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
b. Fungsi
Didalam melaksanakan tugas tersebut tersebut Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Karanganyar menyelenggarakan fungsi, antara lain:
1) Analisis, penjabaran dan pencapaian target penerimaan Pajak;
2) Penguasaan data dan informasi subjek dan objek Pajak dalam wilayah
wewenang KPP;
3) Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4) Pendaftaran Wajib Pajak, objek Pajak, dan penghapusan Nomor Pokok W ajib
Pajak;
5) Pengukuhan dan pencabutan pengukuan Pengusaha Kena Pajak;
6) Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7) Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak
maupun masyarakat;
8) Pengawasan, pemeriksaan, penilaian dan penagihan Pajak;
9) Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek Pajak, dan pengenaan;
10) Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hokum dan produk
layanan perpajakan;
11) Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12) Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal
dan eksternal;
13) Pemutakhiran basis data perpajakan;
14) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15) Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16) Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17) Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18) Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19) Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20) pelaksanaan administrasi kantor.
2. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut:
a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;




c. Seksi Pelayanan;

d.

e. Seksi Pengawasan |;
f. Seksi Pengawasan Il
g. Seksi Pengawasan ll;
h. Seksi Pengawasan IV,

Seksi Pengawasan V;
j.  Seksi Pengawasan VI,
k. KP2KP Sragen

Seksi Pemeriksaan, penilaian dan penagihan;

I.  Kelompok Jabatan Fungsional

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam menjalankan

tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar. Struktur organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar didukung oleh sumber daya manusia

yang berjumlah 108 (seratus delapan) orang. Pada periode Januari s.d. September

2024 jabatan Kepala Kantor dipegang oleh pejabat definitif dan pada periode Oktober

s.d. Desember 2024 dilanjutkan oleh Pelaksana Tugas dikarenakan pejabat definitif

mencapai batas usia pensiun.

Adapun pembagian pegawai berdasarkan pendidikan, pangkat/ golongan dan
jabatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Distribusi Pegawai Tahun 2024

1. Berdasarkan Jenis Kelamin
Gender Jumlah Presentase
Laki-Laki 62 57%
Perempuan 46 43%
Total 108 100%
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Jenjang Jumlah Presentase
S2 21 19%
S1/ DNV 53 49%
DI 21 19%
DI 9 8%
SLTA 4 4%
Total 108 100%
3. Berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah Presentase
| 11 10%
i 72 67%
[ 25 23%
Total 108 100%




4, Berdasarkan Jabatan
Jabatan Jumlah Presentase
Plt. Kepala Kantor 1 1%
Kepala 11
Seksi/Kepala
Subbag/Kepala 10%
KP2KP
Account . 36 33%
Representative
Pelaksana 40 37%
Fungsional 20 19%
Total 108 100%

Data per 31 Desember 2024

C. Sistematika Laporan
Sistematika pelaporan di dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 sebagai
berikut:
Kata Pengantar
Bab | Pendahuluan
Bab Il Perencanaan Kinerja
Bab Il Capaian Kinerja Organisasi
Bab IV Penutup
Lampiran-lampiran
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak merupakan roadmap yang sudah menjadi
komitmen seluruh jajaran DJP serta berfungsi untuk mengarahkan dan koordinasikan seluruh
potensi yang ada dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Rencana strategis Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar dijabarkan sebagai serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien koordinatif serta merupakan
proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun
sampai 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) KPP Pratama Karanganyar disusun dengan
memperhatikan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang timbul. Pada prinsipnya rencana
strategis harus diketahui, dihayati, dan dijadikan acuan segenap jajaran pegawai mulai dari
tingkat pimpinan tertinggi sampai dengan petugas pelaksana.

Penyusunan rencana strategis KPP Pratama Karanganyar meliputi visi dan misi, tujuan,
sasaran, kebijakan dan program unit kerja.

1. Visi dan Misi
a. Visi

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan
citra yang ingin diwujudkan bersama. Visi berkaitan erat dengan pandangan ke depan
menyangkut ke mana instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara
konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Adapun visi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar “Menjadi Kantor Pelayanan Penghimpun
Pajak Negara yang Terbaik di Jawa Tengah*“.

b. Misi

Misi merupakan suatu pernyataan eksistensi, tugas, fungsi, peranan, dan tanggung
jawab sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dan peraturan serta
kebijakan dengan dijiwai prinsip-prinsip dan nilai strategis organisasi di dalam berbagai
bidang lingkungannya. Adapun misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar
adalah “Memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat sesuai
ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan menghimpun penerimaan pajak
dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara“




2. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut terlebih dahulu harus menetapkan
tujuan yang hendak dicapai dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal yang
menjadi faktor kunci keberhasilan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPP Pratama
Karanganyar adalah meningkatkan Tax Coverage Ratio. Tax Coverage Ratio adalah

perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dengan besarnya potensi pajak
yang seharusnya dipungut dan memberikan pelayanan perpajakan secara excelent.

3. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara
nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran yang hendak dicapai oleh KPP Pratama
Karanganyar dalam tahun anggaran 2024 yaitu tercapainya target penerimaan Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Lainnya yang telah

ditetapkan oleh Kantor Pusat. Target penerimaan pajak pada tahun 2024 adalah sebesar
Rp. 724.940.035.000 (tujuh ratus dua puluh empat milyar sembilan ratus empat puluh juta

tiga puluh lima ribu rupiah).
4. Kebijakan
Kebijakan merupakan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pedoman, petunjuk,
atau pegangan suatu unit organisasi demi tercapainya sasaran, tujuan, visi, dan misi yang
telah ditetapkan. Kebijakan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Karanganyar,
antara lain:

a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
b. Kepatuhan Waijib Pajak yang Tinggi;
c. Edukasi, pelayanan dan kehumasan yang efektif;
d. Pengawasan yang efekiif;
e. Penegakan hukum yang efektif;
f. Data dan informasi yang berkualitas;
g. Sumber Daya Manusia yang kompeten;
h. Organisasi yang fit for purpose;
i. Pengelolaan anggaran yang berkualitas.
5. Program
Sebagai bentuk implementasi atau penerapan dari kebijakan-kebijakan yang telah
ditetapkan suatu organisasi maka perlu dibuat program-program yang harus dilaksanakan

pada tahun 2024. Program yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Karanganyar pada
Tahun Anggaran 2024 meliputi:




. Pelaksanaan pengawasan pembayaran WP dan peningkatan realisasi penerimaan
sebagai pilar utama penopang penerimaan;
. Pelaksanaan pelayanan perpajakan sesuai SOP;
. Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
yang tinggi adalah :
1) Melakukan sosialisasi perpajakan dengan bekerja sama dengan Pemerintah Desa,
Dinas Koperasi dan UMKM serta Kelompok/ Perkumpulan/ Asosiasi
2) Melakukan himbauan massal di cluster perkotaan dengan jumlah Wajib Pajak
banyak
3) Mengadakan Kelas Pajak untuk pengisian SPT Tahunan
4) Pengawasan administrasi SPT
5) Pelaksanaan penelitian dan penerbitan himbauan pembetulan SPT Tahunan PPh;
6) Penggunaan media social dan elektronik untuk mengingatkan kewajiban
administrasi perpajakan Wajib Pajak
. Pelaksanaan sosialisasi ke sentra bisnis, kelompok tani, HIMPAUDI dan kantong-
kantong sasaran lain;
. Penyelesaian pengemasan SPT tepat waktu;
Pelaksanaan tindak lanjut pemanfaatan data Approweb oleh Account Representative;
. Penggalian Potensi per Sektor : Distributor, Real Estate, Toko Bangunan, Ritel,
Perdagangan, BPR, Toko Emas;
. Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk meningkatkan optimalisasi pelaksanaan
ekstensifikasi adalah:
1) Penerbitan himbauan Wajib Pajak TLTD
2) Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru
3) Melakukan koordinasi dengan Kelurahan untuk melakukan sosialiasi perpajakan
Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk mengoptimalisasi pelaksanaan
penagihan adalah:
1) Efektivitas pencairan piutang pajak
2) Pelaksanaan penagihan aktif
3) Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah dalam pelaksanaan gelar perkara dan
pencegahan
Kebijakan dan Program yang ditetapkan untuk meningkatan efektivitas pemeriksaan
adalah:
1) Penyelesaian tunggakan pemeriksaan
2) Melakukan koreksi berdasarkan bukti yang kompeten dan dasar hukum yang jelas
3) Meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga SKPKB disetujui oleh WP untuk

dibayar dan tidak diajukan keberatan




k. Pembuatan dan penyampaian laporan tepat waktu;
|. Kebijakan dan Program yang untuk meningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi dan
Sumber Daya Manusia ditetapkan adalah :
1) Peningkatan displin pegawai
2) Tindak lanjut rekomendasi temuan Itjien/BPK/BPKP
3) Peningkatan jumlah pelaksanaan IHT/Exchange Of Knowledge dan ICV
4) Peningkatan akurasi data SIKKA
5) Mewajibkan semua pegawai untuk mengikuti e-learning secara bertahap
m. Melakukan efisiensi anggaran dan optimalisasi belanja barang dan modal,;
n. Melakukan inovasi layanan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak.

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Proses penyusunan perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Manajemen Kinerja
berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja
di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-
17/MK.1/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan Unit
Pemilik Kinerja (UPK) dengan Pimpinan UPK di atasnya. Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
telah mengakomodir amanat yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2020 — 2024. Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat
Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam
pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN,
arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam
penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI
Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi
dan misi Kementerian Keuangan harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi.
Dari visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan sasaran strategis Direktorat Jenderal Pajak yang
selanjutnya dirumuskan sasaran strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar.

Sasaran Strategis (SS) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tahun 2024
telah ditetapkan dan dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategis Direktorat
Jenderal Pajak. Sasaran Strategis Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar tahun 2024
yaitu:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;




Edukasi dan pelayanan yang efektif;
Pengawasan pembayaran masa yang efekiif;
Pengujian kepatuhan material yang efektif;
Penegakan hukum yang efektif;

Data dan informasi yang berkualitas;
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Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif;
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Peta Strategis Direktorat Jenderal Pajak khususnya KPP Pratama Karanganyar
menerapkan 4 (empat) perspektif, yaitu: stakeholders perspektive, customers perspective,
internal process perspective dan learning and growth perspective. Dari Peta Stategis Direktorat
Jenderal Pajak tahun 2024 tersebut diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mencapai 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 20 (dua puluh) IKU. Selanjutnya
keterkaitan antara Sasaran Strategis dan IKU dapat disajikan pada tabel 2 :

Tabel 2

Sasaran Strategis dan IKU KPP Pratama Karanganyar

Sasaran
No . IKU Target
Strategis J
Penerimaan 0la-CP Persentase realisasi penerimaan pajak 100,00%
1 negara dari sektor —— ,
pajak yang optimal | 01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan 100,00%

pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari 100.00%
Kepatuhan tahun | kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) ’

2 berjalan yang

tinggi 02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan | 100,00%
dan Orang Pribadi

Kepatuhan tahun 03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari

3 Eﬁggilumnya yang kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 100,00%
04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan 24.00%
Edukasi dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan '
4 pelayanan yang .
efektif 04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas 100,00%
Penyuluhan
Pengawasan
5 pembayaran masa | 05-CP Persentase pengawasan pembayaran masa 90,00%
yang efektif




Sasaran
No Strategis IKU Target
06a-CP Persentase penyelesaian permintaan 100.00%
penjelasan atas data dan/atau keterangan D70
Pengujian 06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun
s | kepatuhan perjalan P 100,00%
material yang
efektif
06c¢-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan 100.00%
Wajib Pajak KPP tepat waktu ’
07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan 0
penilaian 100,00%
7 Saer?ge%?:stri:‘ hukum 07b-CP Tingkat efektivitas penagihan 75,00%
07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan 100.00%
Bukti Permulaan ’
08a-CP Persentase penyelesaian Laporan
Data dan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi 100,00%
8 | Informasi yang Perpajakan
berkualitas 08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari
LAP 55,00%
09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan 100.00%
Kegiatan Kebintalan SDM V70
9 Organisasi yang 09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit 85,00%
berkinerja tinggi
09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen 90.00%
kinerja dan manajemen risiko IR0
Pengelolaan i o .
10 Keuangan yang zlaga (;Ir:’a:]ndeks kinerja kualitas pelaksanaan 100,00%
akuntabel 99




BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja organisasi terdiri atas kinerja capaian penerimaan pajak dan capaian
kinerja pendukung penerimaan pajak yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang
terdapat dalam Nilai Kinerja Organisasi (NKO).
1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
Deskripsi Sasaran Strategis:
Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan
regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa;
Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di
bidang perpajakan.
a. Persentase realisasi penerimaan pajak

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 Sm. Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024
Target 17% 39% 39% 63% 63% 100% 100%
Realisasi 15,95% | 41,85% | 41,85% | 61,31% 61,31% | 100,19% | 100,19%
Capaian 114 107,31 | 107,31 97,32 97,32 100,19 100,19
(Max 120)

Sumber : Aplikasi Portal DJP
a) Definisi IKU :

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran
Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat
Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan
pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun
mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan
target penerimaan pajak yang tercantum dalasm UU APBN/APBN-P, peraturan
perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP

yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui




Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana
Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak
Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi
Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP

lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun
diadministrasikan di KPP baru.

b) Formula IKU :

Realisasi Penerimaan Pajak/

X 100%

Target Penerimaan Pajak

c) RealisasiIKU :

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024
tercatat sebesar Rp 726.308.073.565 dengan capaian 100.19% dari target
sebesar Rp724.940.035.000. Realisasi ini tumbuh sebesar 12.1% lebih baik
dibandingkan tahun lalu yang mencatat pertumbuhan sebesar 2.06%.

Ditahun 2024 tidak banyak jenis pajak yang bertumbuh positif dari tahun
sebelumnya. Semua jenis pajak yang tergolong dalam kelompok PPh Non
Migas dan PBB dan BPHTB tumbuh positif dengan kontribusi penerimaan
terbesar PPh Non
Rp465.077.104.790 atau setara dengan 64,03% dari total target dengan

40,97%
penerimaan terbesar kedua brasal dari kelompok jenis pajak PPN dan PPnBM
Rp233.358.021.123 (growth -18,67%) dengan

kontribusi penerimaan sebesar 32% dari target. Sedangkan untuk kelompok

berasal dari Migas dengan realisasi sebesar

pertumbuhan mencapai dibandingkan tahun lalu. Kontribusi

dengan realisasi sebesar
jenis pajak PBB dan BPHTB tumbuh secara positif dengan angka pertumbuhan

48,89% dengan realisasi sebesar Rp4.064.793.250.
2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya
Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun Y-4 | Tahun Y-3 Tahun Y-2 Tahun Y-1 Tahun Y
2020 2021 2022 2023 2024
Persentase 95,11% 80,41% 125,85% 104,57% 100,19%
realisasi




3)

4)

penerimaan
pajak
Sumber : Aplikasi Portal DJP
Penerimaan pajak pada tahun 2024 tercapai di angka 100.19%, capaian

tersebut lebih rendah dibandingkan pada tahun 2023 yang tercapai pada angka
104.57%. Meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, capaian pada tahun 2024
tetap mampu melampaui target yang jauh lebih tinggi dibandingkan target pada
tahun 2023.

Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target
dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU Dokumen Perencanaan Kinerja

Target Tahun | Target Tahun | Target Tahun | Target Tahun | Realisasi

Y dalam Renja | Y dalam | Y dalam | Y dalam
DJP Renstra DJP | RPIJMN Perjanjian
Kinerja
Persentase 100% 100% - 100% 100,19%
realisasi
penerimaan
pajak

Sumber : Dokumen Rencana Strategis DJP 202-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja,
Laporan NKO Tahun 2024
Tercapainya target IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak
menggambarkan ekonomi yang semakin baik. Meningkatnya penerimaan pajak dari
sektor PPh Non Migas menjadi penguat penerimaan di tahun 2024 ini.
Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian
kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian
kinerja, antara lain:
i) Pemanfataan data pemicu dan data penguji;
i) Pemanfataan data hello faktur;
il Pemanfataan data MDD (Pemantauan Kinerja Setoran Desa);
iv) Pemanfataan data ILAP dan Approyek 32;
V) Meneliti atas data pemanfaatan aset tetap yang seharusnya terutang PPh
Final Pasal 4 ayat (2), yang bisa bersumber dari : data aset dalam SPT




Tahunan, data Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangan
Gedung (PBG), data KPDL/Alket;

vi) meneliti pemenuhan kewajiban PPN KMS tahun berjalan;

vii) Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong dalam pengawasan
kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan
STP;

viii) Pelaksanaan kegiatan penelitian kenaikan angsuran;

iX) Melakukan manajemen restitusi dengan menggunakan dashboard restitusi;

X) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor
usaha;

xi) Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, dan
penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;

xii) Pengawasan transaksi afiliasi yang terindikasi transfer pricing;

xiii) Sinergi pengawasan dengan Pemerintah Daerah;

xiv) Bersinergi dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP) Kanwil DJP
Jawa Tengah II; dan

xv) Mengusulkan WP dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Buper).

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi

pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja realisasi penerimaan pajak. Hal-hal tersebut antara lain:

i) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penerimaan pajak.

Capaian signifikan penerimaan pajak secara umum didorong oleh aktivitas

ekonomi dan bauran kebijakan. Pertumbuhan penerimaan neto mayoritas

sektor utama tercatat positif. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi

penerimaan pajak, antara lain:

e Pemulihan ekonomi

e Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan
kegiatan ekonomi di berbagai sektor;

e Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan
Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang efektif;

i) Pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak
Meskipun target penerimaan pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat
beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

e Implementasi peraturan-peraturan terkait UU HPP yang memerlukan
waktu untuk bisa diterapkan secara efektif;




e Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya;
e Terdapat pembayaran WP besar yang tidak berulang.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang

menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

i) Atas data yang tersedia (data pemicu dan data penguiji, data hello faktur,
data ILAP, Approyek 32) dimanfaatkan dengan optimal, terarah dan terukur
untuk penggalian potensi pajak baik melalui Daftar Prioritas Pengawasan
(DPP) maupun melalui Wider Revenue Activities (WRA)

ii) Optimalisasi perencanaan penerimaan level kantor pelayanan pajak dalam
menjaga kinerja pencapaian penerimaan di sisa tahun 2024;

i) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa penerimaan sampai
dengan akhir tahun dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan
evaluasi one-on-one dengan Kantor Wilayah;

iv) Menyusun laporan evaluasi penerimaan untuk formulasi strategi lanjutan
berdasarkan analisis sektor usaha unggulan dan penerimaan per jenis
pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak; dan

v) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan PKM dan melakukan
evaluasi atas realisasi rencana penerimaan yang telah disusun.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan

efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang

dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

i) Melakukan restrukturisasi Sumber Daya Manusia dengan menempatkan
pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;

i) Alokasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas
memperhatikan urgensi pekerjaan dan skala prioritas.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang
telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah
dilakukan antara lain:

i) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah;

ii) Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka

pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan




i) Pelaksanaan rapat komite kepatuhan, rapat pembinaan, diskusi, kolaborasi
antar seksi untuk mencari alternatif solusi terbaik dalam menghadapi dan
menyelesaikan tantangan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan
mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak.
Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

i) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada
Wajib Pajak;

i) Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi
dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membagun budaya
keptuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan; dan

i) Rencana aksi telah dilakukan sesuai dengan timeline, dan adanya diskusi
serta evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan selama
tahun berjalan, untuk penyesuaian dan perbaikan rencana aksi periode
selanjutnya.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala
Realisasi penerimaan pajak dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa
kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut antara lain:

i) Kendala lokasi yang jauh untuk dilakukan visit ke lapangan, maka sebelum
visit, dilakukan pemetaan Wajib Pajak dengan pengumpulan dam analisa
data internal (yang ada di sistem perpajakan) dan memanfaatkan aplikasi
google pro untuk melakukan survei area wilayah kerja yang akan
dikunjungi.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna
layanan maupun penerima manfaat
i) Tercapainya target penerimaan membawa manfaat kepada seluruh

Masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan

dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem




Pencapaian target penerimaan memberikan kontribusi secara langsung

dalam pembiayaan program pemerintah

masyarakat;

Penerimaan Pajak dapat digunakan sebagai

sumber

untuk mensejahterakan

dana untuk

membiayai infrastruktur hijau rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap

golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

5) Rencana aksi tahun selanjutnya

No

Rencana Aksi

Periode

1.

Memetakan Wajib Pajak berdasarkan
penerimaan rutin PPh Pasal 21/26, PPh
Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25,
PPh Pasal 4 (2), PPN

Pengawasan lebih intensif pada 100
Wajib Pajak Penentu Penerimaan
Pengawasan sektoral: Notaris,
Perdagangan Toko Bangunan, Toko
Elektronik, Rumah sakit/ Klinik/ Dokter

2025

Pengumpulan data ILAP & DIPA, dan
KPD sesuai SE-11/PJ/2011

KPD Mobile/ Matoa: mengumpulkan dan
mencatat informasi simpul-simpul data
yang beririsan dengan pemenuhan
kewajiban perpajakan yang berupa:
Income, Cost, Assets, Liability, Equaity,
dan Profile Wajib Pajak (KPD
Mobile/MATOA)

untuk  meningkatkan  Wajib  Pajak
terdaftar, Wajib Pajak bayar, Wajib Pajak
bayar teratur, Wajib Pajak bayar wajar
dan Wajib Pajak lapor SPT

2025

Memanfaatkan DMP (penerbitan STP,
dinamisasi angsuran, penerbitan Surat
Teguran)

Memantau & meneliti pelaporan dan
penerimaan rutin per jenis pajak dengan

penyandingan data setoran tahun

2025




No Rencana Aksi Periode

berjalan 2025 dengan setoran tahun yang
lalu tahun 2024, seperti setoran rutin yang
bolong-bolong dan penurunan setoran

Meneliti PPh Pasal 25 tahun berjalan,
dinamisasi angsuran, visit ke lapangan
memastikan kewajaran angsuran dengan

kondisi di lapangan

4, Penerbitan Surat Teguran dan STP 2025
Menyusun & menyelesaikan DPP 2025
Semester 1 dan semester 2 tahun 2025

6. Mengusulkan DPP Mandatory melalui 2025
analisa mandiri

7. Mengusulkan Wider Revenue Activities 2025
(WRA)

8. kunjungan kepada WP untuk mengetahui 2025

kondisi sebenarnya profil Wajib Pajak
(disandingkan profil Wajib Pajak di
lapangan dengan pembayaran pajak)

9. Mirroring hasil pemeriksaan pajak, dan 2025
menerbitkan SP2DK atau melalui WRA

b. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan deviasi proyeksi
perencanaan kas

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

T/IR Q1 Q2 Sm.l Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024
Target 100 100 100 100 100 100 100
Realisasi 103 104,77 104,77 101,49 101,49 101,46 101,46
Capaian 103 104,77 107,77 101,49 101,49 101,46 101,46
(Max 120)

Sumber : Aplikasi Mandor
a) Definisi IKU :

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:
1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.




Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur
melalui dua komponen, vyaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot
komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot
komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang
dapat diperhitungakan adalah maksimal 120%.
Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto
nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.
Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu
ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun
berjalan dikalikan 100 persen.
Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t)
adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi
dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100
persen.
Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t)
adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi
dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100
persen.
Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja
Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian
dalam hal:
(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan
terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit
kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan
(2) relokasi Waijib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal
ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa
Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).
Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto
pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja
Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja
Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru,
adalah sebagai berikut:




a. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan
perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu
periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun
sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib
Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan
tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

b. Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan
perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru baru pada
suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun
sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai
tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak
melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata
uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah
Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP
baru.

Deviasi proyeksi perencanaan kas adalah selisih antara proyeksi
dengan realisasi yang merupakan gabungan dari penerimaan dan pengeluaran.
Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH
migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.
Pengeluaran meliputi belanja pemerintah pusat non utang dan non subsidi,
belanja kewajiban SBN dan pinjaman luar negeri belanja subsidi energi dan non
energi, belanja transfer ke daerah dan dana desa, serta pengeluaran
pembiayaan. Data proyeksi yang dimaksud bukan merupakan data yang
terdapat pada target APBN/P, namun merupakan proyeksi riil terhadap
pendapatan/belanja/pembiayaan yang dapat direalisasikan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1
(satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam
pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM,
tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi
penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.
Penerimaan Kas
i) Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows)

yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan;
i) Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows)
yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.




2)

b)

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi
antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu
waktu tertentu < 8%.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan
kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

Formula IKU :

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan penerimaan kas = (50% x indeks capaian Persentase realisasi
pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase
deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

Realisasi IKU :

Realisasi atas pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi
perencanaan kas pada tahun 2024 ada di angka 101%. Pada tahun 2024 KPP
Pratama Karanganyar memproyeksikan penerimaan sebesar
Rp693.281.751.696, sedangkan realisasi  tahun 2024  sebesar
Rp726.308.073.565. Rata-rata deviasi perbulan di tahun 2024 adalah 6.37%.

Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi

Tahun Y-4 | Tahun Y-3 Tahun Y-2 Tahun Y-1 Tahun Y
2020 2021 2022 2023 2024

Persentase 100% 91,13% 99,59% 118,67% 101,46%
realisasi
pertumbuhan
penerimaan
pajak dan
deviasi
proyeksi
perencanaan

kas

Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2020-2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-

2023, Laporan NKO Tahun 2024

Terdapat perubahan pada IKU ini dimana pada tahun 2023 dan 2024

terdapat penambahan komponen deviasi proyeksi perencanaan kas, berbeda dari

tahun 2020 hingga 2022 hanya presentase pertumbuhan penerimaan bruto.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan deviasi proyeksi

perencanaan kas pada tahun 2023 tercatat pada angka 118.67% sedangkan pada




tahun 2024 tercapai pada 101%. Perencanaan kas menjadi suatu tantangan
tersendiri dikarenakan realisasi penerimaan maupun pengembalian pajak yang
sulit terprediksi. Sehingga diperlukan kecermatan dalam membaca kondisi
ekonomi dan perlunya koordinasi yang lebih baik agar proyeksi SPMKP bisa
diperhitungkan lebih baik lagi.

3) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja

i) Melakukan rekapitulasi realisasi penerimaan pajak dari tanggal 1 s.d. 15
pada bulan tersebut;

ii) Memperhitungkan pembayaran yang tidak berulang dari masa sebelumnya

i) Mencermati kondisi dan situasi ekonomi di bulan tersebut;

iv) Melakukan koordinasi dengan seksi pengawasan terkait Wajib Pajak yang
akan membayar pada bulan tersebut;

v) Melakukan koordinasi dengan seksi pelayanan terkait SPMKP pada bulan
tersebut; dan

vi) Menjalin hubungan yang baik dengan Wajib pajak penentu penerimaan
agar diperoleh data rencana penyetoran pajak sebagai bahan penyusunan
prognosa;

b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

i) Perhitungan yang cermat dan presisi atas tren penerimaan bulan
sebelumnya;

i) Pengamatan pembayaran yang tidak berulang yang dilaksanakan dengan
baik sehingga bisa lebih terprediksi pembayaran rutin/pembayaran
berulang; dan

i) Melakukan berbagai pendekatan perhitungan untuk mendapat formula
penyusunan prognosa terbaik.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

i) Melakukan optimalisasi peningkatan kompetensi pegawai terutama dalam
pengolahan data.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

i) Pengolahan data yang lebih andal dan terpercaya yang mampu dijadikan
basis pengambilan keputusan;




i) Sumber data yang lebih luas dan detail untuk perhitungan basis
penerimaan yang lebih akurat.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja
i) Melakukan berbagai pendekatan perhitungan prognosa guna menemukan

formula terbaik;

ii) Menjalin komunikasi yang baik dengan Wajib Pajak penentu penerimaan
agar dapat diperoleh data rencana pencairan/penyetoran pajak sebagai
bahan penyusunan prognosa penerimaan; dan

i) Melakukan pengendalian restitusi agar restitusi lebih terukur.

f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala
i) Kendala yang dihadapi adalah restitusi yang tidak terukur sehingga

diperlukan pengendalian dan atas restitusi tersebut. Selain itu komitmen
Wajib Pajak yang akan membayar pun sulit untuk dipertanggung jawabkan,
sehingga diperlukan komunikasi yang terjalin baik antara pihak KPP
dengan Wajib Pajak.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna
layanan maupun penerima manfaat
i) Tercapainya IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan

deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki kontribusi terhadap upaya
Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang
dapat diberikan yaitu proyeksi penerimaan akan menunjang monitoring
terhadap kegiatan pengamanan penerimaan pajak dan pengambilan
keputusan strategis dalam upaya pencapaian target penerimaan pajak.
Sehingga penerimaan pajak dapat tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk
mengatasi isu Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI).

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,
kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
i) Tercapainya IKU persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak dan

deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki kontribusi terhadap upaya
pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan

kemiskinan ekstrem. Kontribusi yang dapat diberikan yaitu proyeksi




penerimaan akan menunjang monitoring terhadap kegiatan pengamanan

penerimaan pajak dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya

pencapaian target penerimaan pajak. Sehingga penerimaan pajak dapat

tercapai dan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu upaya pemerintah

dalam perwujudan tujuan dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,

pencegahan stunting,

ekstrem.

4) Rencana aksi tahun selanjutnya

kesetaraan gender,

pengentasan kemiskinan

No Rencana Aksi Periode

1 Menghitung dan melakukan rekapitulasi 2025
penerimaan pajak tiap bulan

2 Meneliti dan mengklasifikasikan 2025
penerimaan yang tidak berulang

3 Pencermatan situasi dan kondisi ekonomi 2025
lebih detail

4 | Sinergi yang lebih baik dengan Seksi 2025

yang lebih akurat

Pelayanan terkait proyeksi pengembalian

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Deskripsi Sasaran Strategis:

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik

secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang

optimal

a. Presentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran
Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 Sm.l Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024
Target 14% 39% 39% 63% 63% 100% 100%
Realisasi 20,81% | 40,88% | 40,88% | 60,34% | 60,34% [ 100,07% | 100,07%
Capaian 120,00% | 104,82 104,82 95,78 95,78 100,07 100,07
(Max 120)

Sumber : Aplikasi DRM
a) Definisi IKU :
Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan




oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang
mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak
Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang
ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka
Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan
Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi
Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target
penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor
Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan
ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

b) Formula IKU:
Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan PP/

X 100%

Target Penerimaan Pajak dari Kegiatan PPM

c) Realisasi KU :
Pada tahun 2024, capaian penerimaan dari kegiatan PPM di Triwulan
1 dan 2 melebihi dari trajectory target yakni di angka 120% (Q1) dan 104,82%
(Q2), sedangkan di Q3 capaian PPM di 95,78% dan di Q4 capaian PPM
sebesar 100,07%. Secara keseluruhan, capaian PPM di Tahun 2024 surplus
di 100,07%.
2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun

sebelumnya

Nama IKU Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi
Tahun Y-4 Tahun Y-3 Tahun Y-2 Tahun Y-1 Tahun Y
2020 2021 2022 2023 2024

Presentase - 76,99% 131,05% 106,24% 100,07%
realisasi
penerimaan
pajak dari
kegiatan
Pengawasan
Pembayaran
Masa (PPM)




Sumber : Laporan Kinerja Tahun 2021, Laporan Validasi NKO Tahun 2022-2023,
Laporan NKO Tahun 2024
a) Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi :

Terjadinya penurunan 2023 ke 2024, proyek fisik dan pengadaan alat
Kesehatan pada instansi pemerintah (SKPD/OPD) yang tidak berulang di
tahun 2024, dan Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Tanaman Obat
Dan Obat Tradisional Tawangmangu Badan Penelitian Dan Pengembangan
Kesehatan Kementerian Kesehatan (BPTO) melebur ke RS Sardjito sesuai
pasal 117 Permenkes Nomor 26 tahun 2022.

b) Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap :

Dengan melakukan pemanfaatan data Approyek 32, dimana diperoleh
data proyek yang terjadi di wilayah kerja Karanganyar, sebagai bahan
melakukan ekstensifikasi menerbitkan NPWP cabang dan Kkegiatan
intensifikasi PPN KMS seperti hotel dan rumah makan. Selain itu,
meningkatkan pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti
perkembangan kegiatan ekonomi di berbagai sektor dengan pengelolaan
aktivitas PPM yang efektif

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja),
Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target
dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU Dokumen Perencanaan Kinerja
Target Tahun | Target Tahun | Target Target Tahun | Realisasi
Y dalam Renja | Y dalam | Tahun Y |Y dalam
DJP Renstra DJP | dalam Perjanjian
RPJMN Kinerja
Presentase 100% 100% - 100% 100,19%
realisasi
penerimaan
pajak dari
kegiatan
Pengawasan
Pembayaran
Masa (PPM)

Sumber : Dokumen Rencana Strategis DJP 202-2024, Dokumen Perjanjian
Kinerja, Laporan NKO Tahun 2024

Gap tersebut menunjukan adanya capaian surplus 100,19%, hal ini
dikarenakan adanya upaya masif dan berkesinambungan dari seksi Pengawasan




Kewilayahan dan seksi terkait dalam melakukan kegiatan PPM dan sosialisasi
pada tahun berjalan berupa pemanfaatan data internal contoh Data Pemicu dan
Data Penguji, data eksternal berupa data approyek 32 dan data ILAP dari
perbankan dan pemerintah daerah, dan sosialisasi pemenuhan kewajiban
perpajakan instansi pemerintah (Wajib Pajak penentu penerimaan di Pengawasan
Kewilayahan). Hal tersebut berdampak pada meningkatkannya kepatuhan Wajib
Pajak, dan tercapainya realisasi PPM yang melebihi target.
4) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU
a) Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian
kinerja
i) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengawasan kepatuhan
pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
i) Melakukan kegiatan penelitian angsuran PPh Pasal 25;
i) Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor
usaha;
iv) Meningkatkan produktivitas atas penerbitan SP2DK tahun berjalan;
v) Pemanfataan data pemicu dan data penguiji;
vi) Pemanfataan data hello faktur;
vii) Pemanfataan data MDD (Pemantauan Kinerja Setoran Desa);
viii) Pemanfataan data ILAP dan Approyek 32;
iX) Kegiatan penyisiran untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan
Bayar
b) Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif Solusi yang telah dilakukan
Terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan
kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi PPM. Hal-hal
tersebut antara lain:
i) Pengawasan Wajib Pajak yang mampu mengikuti perkembangan kegiatan
ekonomi di berbagai sektor;
i) Pengelolaan aktivitas Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang efektif;
i) Tren restitusi yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya.
Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi yang telah dilakukan
diantanya:
i) Menjaga, mengawasi, dan memastikan prognosa PPM sampai dengan
akhir tahun;




ii) Monitoring realisasi penerimaan pajak PPM dan melakukan evaluasi atas
realisasi rencana penerimaan yang telah disusun; dan

i) Menindaklanjuti data yang tersedia (data pemicu dan data penguji, data
hello faktur, data ILAP, Approyek 32) dengan optimal, terarah dan terukur
untuk penggalian potensi dengan menerbitkan SP2DK pajak tahun
berjalan.

c) Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dilakukan

dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa

Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

i) Melakukan restrukturisasi Sumber Daya Manusia dengan menempatkan
pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki; dan

i) Alokasi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas
memperhatikan urgensi pekerjaan dan skala prioritas.

d) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja

i) Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak
dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan
pengawasan yang dilakukan lebih terarah;

ii) Meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka
pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan; dan

i) Pelaksanaan rapat komite kepatuhan, rapat pembinaan, diskusi, kolaborasi
antar seksi untuk mencari alternatif solusi terbaik dalam menghadapi dan
menyelesaikan tantangan.

e) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun
pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM pada tahun 2024 dapat dicapai

dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi

penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi antara lain:

i) Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat
pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada
Wajib Pajak;

i) Rencana aksi telah dilakukan sesuai dengan timeline, dan adanya diskusi
serta evaluasi secara berkala atas hasil pelaksanaan kegiatan selama
tahun berjalan, untuk penyesuaian dan perbaikan rencana aksi periode
selanjutnya.




f) Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil
untuk mengatasi kendala
kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut antara lain:

i) Kendala lokasi yang jauh untuk dilakukan visit ke lapangan, maka sebelum
visit, dilakukan pemetaan Wajib Pajak dengan pengumpulan dam analisa
data internal (yang ada di sistem perpajakan) dan memanfaatkan aplikasi
google pro untuk melakukan survei area wilayah kerja yang akan
dikunjungi.

g) Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan
memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI)
seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna
layanan maupun penerima manfaat
i) Tercapainya target penerimaan membawa manfaat kepada seluruh

Masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang lebih baik.

h) Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan
dalamisu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,
kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem
i) Pencapaian target penerimaan memberikan kontribusi secara langsung

dalam pembiayaan program pemerintah untuk mensejahterakan
masyarakat.
5) Rencana aksi tahun selanjutnya

No Rencana Aksi Periode
1. Memetakan Wajib Pajak berdasarkan 2025
penerimaan rutin PPh Pasal 21/26, PPh
Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25,
PPh Pasal 4 (2), PPN

Pengawasan lebih intensif pada 100 W ajib

Pajak Penentu Penerimaan
Pengawasan sektoral: Notaris,
Perdagangan Toko Bangunan, Toko
Elektronik, Rumah sakit/ Klinik/ Dokter

2. Pengumpulan data ILAP & DIPA, dan KPD 2025
sesuai SE-11/PJ/2011,

KPD Mobile/Matoa: mengumpulkan dan

mencatat informasi simpul-simpul data




No

Rencana Aksi

Periode

yang beriisan dengan pemenuhan
kewajiban perpajakan yang berupa:
Income, Cost, Assets, Liability, Equaity,
dan  Profile Wajib Pajak (KPD
Mobile/MATOA)

untuk meningkatkan Wajib Pajak terdaftar,
Wajib Pajak bayar, Wajib Pajak bayar
teratur, Wajib Pajak bayar wajar dan Waijib
Pajak lapor SPT

Memanfaatkan DMP (penerbitan STP,
dinamisasi angsuran, penerbitan Surat
Teguran)

Memantau & meneliti pelaporan dan
penerimaan rutin per jenis pajak dengan
penyandingan data setoran tahun berjalan
2025 dengan setoran tahun yang lalu tahun
2024, seperti setoran rutin yang bolong-
bolong dan penurunan setoran
Meneliti PPh Pasal 25 tahun berjalan,
dinamisasi angsuran, visit ke lapangan
memastikan kewajaran angsuran dengan
kondisi di lapangan

2025

Penerbitan Surat Teguran dan STP

2025

Meneliti atas data pemanfaatan aset tetap
yang seharusnya terutang PPh Final Pasal
4 ayat (2), yang bisa bersumber dari : data
aset dalam SPT Tahunan, data Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan
Bangan Gedung (PBG), data KPDL/Alket,
dan meneliti pemenuhan kewajiban PPN
KMS tahun berjalan.

2025




b. Presentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Badan dan Orang Pribadi

1) Perbandingan antara target awal tahun dengan realisasi IKU tahun 2024

TR Q1 Q2 Sm.l Q3 s.d. Q3 Q4 Y 2024
Target 60% 60% 80% 90% 90% 100% 100%
Realisasi 120% | 110,24% | 110,24% | 107,08% | 107,08% | 108,39% | 108,39%
Capaian 120 120 120 118,98 118,98 108,39 108,39
(Max 120)

Sumber : Aplikasi Mandor
a) Definisi IKU :

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh
WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT
Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan
Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh
dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak
atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

e SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan;
e SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi
Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP
Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT
Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada
Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi
dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai
kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint
operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative
Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non
Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban
menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana
dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur
dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang
jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU
KUP.







